
a. bahwa adanya keterlambatan penetapan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara Tahun Anggaran 2024 yang seharusnya 

ditetapkan paling lambat akhir Desember 2023; 

b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 110 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD 

mengalami keterlambatan, Kepala Daerah 

melaksanakan pengeluaran kas setiap bulan paling 

tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD 

tahun anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk 

mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan 

peraturan perundang- undangan; 

c. bahwa memenuhi ketentuan huruf U Bab V Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dan huruf c angka 1 huruf D Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu 

dilakukan pengeluaran kas untuk pengeluaran setiap 

bulan atas belanja yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), 
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- 
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran 

Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang 

Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2024; 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 5156); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA 

YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG 

BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2024. 

Menetapkan 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara Tahun 2021 Nomor 1); 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

5. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan 

daerah. 

6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah 

cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan 

belanja barang dan jasa. 

7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 

pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, 

Kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak 

ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga 

pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 

untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 
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Bagian Kedua 

Rincian Belanja 

Pasal3 

(1) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari 

belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan serta 

operasional sehari-hari. 

(2) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari 

pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan. 

(3) Pengeluaran operasional sehari-hari sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran kas 

mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, 

dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan 

tugas-tugas pemerintahan daerah. 

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib yang harus dilaksanakan pada awal Tahun 

Anggaran 2024. 

(3) Dasar pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah Daerah menerbitkan SPD. 

(4) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2024. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 

Um um 

BAB II 

PENGELUARAN KAS 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2024 sampai dengan tanggal pengesahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

berdasarkan Peraturan Daerah ten tang APBD dan/ a tau 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2024. 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Bagian Keempat 

Penatausahaan dan Pelaporan 

Pasal 5 
Penatausahaan dan pelaporan atas pengeluaran kas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Besaran dana pada SPD yang diterbitkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling tinggi sebesar 
seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 
2023. 

Bagian Ketiga 

Besaran Dana 

Pasal4 

d. penanganan bencana yang bersumber dari belanja 

tidak terduga. 

pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati; 

b. penyediaan bahan bakar untuk kendaraan 

pengangkut sampah, pemadam kebakaran dan 

ambulance; 

c. penyediaan jasa internet, sumber daya air dan listrik; 

dan 

dan tangga rumah kebutuhan a. pemenuhan 
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IRSALIYAH'Y; RD S.H M.H 
Pembina (IV/ a) 

NIP. 198107282002122002 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

' 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1 

FITRIY ANSY AH 

ttd 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 04 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

MIAN 

ttd 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 04 Januari 2024 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pasal 7 

Segala pengeluaran kas yang timbul sejak tanggal 1 Januari 

2024 sampai dengan tanggal pengesahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan 

berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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